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; T e Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
L Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara

LEMBARAN DAERAH tanggal 8 Agustus 1950) ;
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara

KABUPATEN CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 6

Nomor 3209) ;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
NOMOR 19 TAHUN 2003 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
TENTANG Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419) ;
PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG 4. Unda)ng-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP Pengesahan United Nations Convertion On
Biological  Diversity (Konservasi  Perserikatan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bangsa - Bangsa mengenai Keanekaragaman
Hayati), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41,
BUPATI CILACAP, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Menimbang  : a. bahwa sarang burung yang terdapat dalam wilayah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Kabupaten Cilacap sangat bermanfaat dan mempunyai nilai Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
ekonomis, oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu Lembaran Negara Nomor 3684) ;
pengaturan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
burung agar kelestariannya tetap terjamin disamping Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
sebagai sumber pendapatan daerah guna pendapatan asli Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
daerah ; Negara Nomor 3686) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap . Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) ;
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1.
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13.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3808) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Dati Il Cilacap Tahun 1988
Nomor 6 Seri D Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG DI WILAYAH
KABUPATEN CILACAP.

BAB |
KETETNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.
d

e.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;

Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;

Bupati adalah Bupati Cilacap ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Cilacap ;

Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku yang ditunjuk oleh Bupati ;

Sarang Burung adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang
dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau
obat — obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Cilacap ;
Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah - rumah,
bangunan - bangunan, gua — gua dan tempat lain yang digunakan
untuk pemeliharaan sarang burung ;

Pajak sarang burung adalah pajak yang dikenakan terhadap
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung ;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan
mengusahakan sarang burung ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan



penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
Perundnag — undangan Perpajakan Daerah ;

. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang ditetapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atau jumlah pajak yang ditetapkan ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredir pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

ljin adalah ijin tempat usaha untuk pengusahaan/pemeliharaan sarang
burung di wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung di
Kabupaten Cilacap ditetapkan Pajak atas Pengelolaan dan Pengusahaan
sarang burung.

(2) Obyek pajak adalah Sarang Burung Walet atau sebangsanya yang dapat
diperdagangkan dan yang digunakan sebagai bahan makanan dan obat —
obatan.

(3) Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mengelola
dan atau mengusahakan sarang burung di wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB I
DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah nilai jual hasil panen yang dilakukan
oleh pengusaha.

Pasal 4
Tarip pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari dasar pengenaan
Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini .

Pasal 5
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB Il
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6
Pajak terutang dipungut di Daerah.



BAB VII
MASA PAJAK

Pasal 7
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang namanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak teutang.

Pasal 8
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwin.

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat melaksanakan panen.

Pasal 10
(1) Setiap Waijib Pajak wajib mengisi SPTPD
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Waijib pajak atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12
(1) SPTPD yang telah diisi oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan sebagai bahan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang

terutang.
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT ;

c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebgaaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini
diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 ( dua puluh lima perse) dari pokok pajak



ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar utnuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sabagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 20 %
(dua puluh persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD.

(2) Apabila pembayaran apajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat — lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
dilakukan dengan menggunakan SSPD .

Pasal 14
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini harus dilakukan secara teratur dan berturut — turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang
bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
buku penerimaan.
(2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak
terutang .

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.



